
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 88 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 



r\ 
' \__/ 

2 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak 

pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

11. 

12. 

13. 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 ten tang 

Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa 

Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5610); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 78); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) 

Sebagaimana Telah Diu bah Dalam Peraturan 

Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 

2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 55}; 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

21. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036); 

23. 

24. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77); 

25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 

Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2011 Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
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Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7); 

30. Peraturari Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8); 

31. Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10); 

32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 

Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2011 Nomor 12); 

33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 

Nomor 5); 

34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada Badan U saha Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada Badan Usaha Milik Daerah {Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5); 

35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 

Nomor 4); 



7 

36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah 

Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 

2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 

2017 Nomor 10); 

37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PELAKSANMN PEMANFMTAN BARANG MILIK DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Blitar 

2 . 

3. 

4. 

5. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan W alikota adalah 

W alikota Blitar. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar. 

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah. 

6 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerahyang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban APBD atau berasal dari perolehanlainnya yang sah. 

8. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 



8 

9. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan 

kebijakan dan pedomanserta melakukan pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

10. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat 

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat daerah selaku 

pejabat pengelola keuangan daerah yang mempunyai fungsi pelaksana 

pengelolaan Barang Milik Daerah. 

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan 

Barang Milik Daerah. 

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang 

sebagian kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah pada pengguna 

r--,. Barang. 

13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Pengurus 

Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi tugas mengurus barang. 

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang 

milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang 

19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna 

Barang. 

20. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

program. 
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21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

22. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

23. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam 

jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka 

waktu terse but berakhir diserahkan kembali kepada W alikota. 

24. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber 

pembiayaan lainnya. 

25. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, 

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 

tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 

berakhirnya jangka waktu. 

26. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 

-~ cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan 

setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh 

pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang disepakati. 

27. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 

adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

28. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 

adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau 

penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang

undangan. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar yang 
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merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Blitar yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar. 

30. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah. 

(1) 

BAB II 

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 2 

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk barang milik 

daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; clan 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 

barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan 

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah 

dan/atau bangunan. 

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan 

kepentingan umum. 

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak 

,r'\ mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan 

persetujuan DPRD. 

Pasal 3 

( 1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya 

pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra 

pemanfaatan. 

(2) Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan 

penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan 

penerimaan daerah yang wajib disetorkan ke rekening Kas Umum 

Daerah. 
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(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi 

Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang 

disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. 

(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka 

selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah 

merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening 

Kas Umum Daerah. 

Pasal4 

( 1) Barang milik daerahyang menjadi objek pemanfaatan dilarang 

dijaminkan atau digadaikan. 

,/\ (2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat 

dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. 

(\ 

Bagian Kedua 

Mitra Pemanfaatan 

Pasal 5 

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

C. KSP; 

d. BGS atau BSG; dan 

e. KSPI. 

Pasal 6 

Mitra Pemanfaatan meliputi: 

a . penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa; 

b . peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

Pinjam Pakai; 

c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP; 

d. mitra BGS /BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

BGS /BSG; dan 

e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

KSPI. 
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Pasal 7 

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tanggung 

jawab: 

a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai 

bentuk pemanfaatan; 

b. menyerahkan basil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk 

pemanfaatan; 

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah 

yang dilakukan pemanfaatan dan basil pelaksanaan pemanfaatan 

barang milik daerah; 

d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; 

dan 

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 

pemanfaatan barang milik daerah. 

Pasal 8 

(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi: 

a . tanah dan/atau bangunan; dan 

b. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat 

dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. 

{3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian 

tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas 

tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang 

milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/ atau bangunan yang 

dimanfaatkan. 

(4) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa dapat ditawarkan 

melalui media pemasaran oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 

Bagian Ketiga 

Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah 

Pasal 9 

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip: 

a. dilaksanakan secara terbuka; 
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b. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; 

c. clilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal 

dan kompeten; 

d. tertib adrninistrasi; dan 

e. tertib pelaporan. 

Pasal 10 

( 1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola 

Barang atau BGS /BSG terdiri atas: 

a . Pengelola Barang; dan 

b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang. 

(2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna 

Barang terdiri atas: 

a. Pengguna Barang; dan 

b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang. 

Pasal 11 

(1) Pemilihan mitra sebagaimana climaksud Pasal 10 dilakukan melalui 

Tender. 

(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang 

milik daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan 

melalui Penunjukan Langsung. 

( 1) 

Pasal 12 

Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS /BSG, Pengelola 

Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai 

berikut: 

a . menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan 

peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan; 

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi: 

1) kemampuan keuangan; 

2) spesifikasi teknis; dan 

3) rancangan perjanjian. 

c . menetapkan panitia pernilihan; 

d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan 

dari panitia pemilihan; 
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e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan 

panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 

f . membatalkan Tender, dalam hal: 

1) pelaksanaan pemilihan tidak sesuai a tau menyimpang dari 

dokumen pemilihan; 

2) pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, 

nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan temyata terbukti 

benar; 

g. menetapkan mitra; 

h . mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan 

mitra;dan 

i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada W alikota. 

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat: 

a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau 

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya 

selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

Pasal 13 

( 1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas: 

(2) 

a . ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. anggota. 

Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) 

orang, yang terdiri atas: 

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur 

dari SKPD /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra 

pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang; 

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur 

dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra 

pemanfaatan KSP barang milik daerahpada Pengguna Barang; dan 

c. unsur dari Pengelola Barangserta dapat mengikutsertakan unsur 

dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra 

BGS/BSG. 

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh: 
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a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan 

KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; 

dan 

b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan 

KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

(4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam 

keanggotaan panitia pemilihan. 

Pasal 14 

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia 

pemilihan: 

a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas; 

b . memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk 

melaksanakan tugas; 

c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang 

milik daerah; 

d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan 

e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan 

paling rendah 11/b atau yang setara; 

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan 

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam 

melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. 

Pasal 15 

( 1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi: 

a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan 

menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang 

untuk mendapatkan penetapan; 

b. menetapkan dokumen pemilihan; 

c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa 

nasional dan/ atau di website pemerintah daerah masing-masing; 

d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; 

e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran 

yangmasuk; 
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f. menyatakan tender gagal; 

g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus 

kualifikasi; 

h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal 

atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; 

i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/ seleksi 

langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang; 

j. menyimpan dokumen asli pemilihan; 

k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil 

pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan 

1. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan 

materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, 

dalam hal diperlukan. 

(2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah 

mendapat persetujuan dari Walikota untuk barang milik daerah yang 

usulan pemanfaatannya atas persetujuan Walikota. 

(3) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilaksanakan setelah 

mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik 

daerahyang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang. 

{ 1) 

Pasal 16 

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra 

Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan 

kualifikasi sebagai berikut: 

a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi: 

1) berbentuk badan hukum; 

2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3) membuat surat Pakta Integritas; 

4) menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen 

pendukungnya;dan 

5) memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. 

b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 

1) cakap menurut hukum; 
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2) tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 

Pemerintah; 

3) memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan 

manajerial; dan 

4) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas 

lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

(2) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki 

hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, 

Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat 

ketiga dilarang menjadi calon mitra. 

Pasal 17 

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan 

dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang 

meliputi: 

(2) 

a. honorarium panitia pemilihan mitra; 

b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang; 

c. biaya penggandaan dokumen; dan 

d . biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

pemilihan mitra. 

Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

Bagian Ketiga 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Dalam Kondisi Tertentu 

Pasal 18 

(1) Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat menetapkan besaran fak.tor 

penyesuai Sewa dan Kontribusi dengan persentase tertentu, 

berdasarkan permohonan : 

a. penyewa untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; atau 

b. penyewa melalui Pengguna Barang, Barang Milik Daerah pada 

Pengguna Barang 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau 

keputusan yang ditetapkan oleh Presiden; 
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b. bencana alam; 

c. bencana non alam; atau 

d. bencana sosial. 

(3) Besaran faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditetapkan dengan persentase. 

(4) Dalam menentukan nilai penyesuai sebagaimana dimaksud ayat (3) 

dapat dibantu Penilai. 

(5) Faktor penyesuai sebagaimana ayat (3) dapat diberlakukan apabila 

penentuan nilai penyesuai sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan 

sebelum terjadinya kondisi tertentu. 

Pasal 19 

Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), 

besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberlakukan 

sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah sampai dengan paling 

lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir. 

BAB III 

TENDER 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 20 

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik 

daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan 

barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal. 

Pasal 21 

Tahapan tender meliputi: 

a. pengumuman; 

b . pengambilan dokumen pemilihan; 

c. pemasukan dokumen penawaran; 

d . pembukaan dokumen penawaran; 

e. penelitian kualifikasi; 

f. pemanggilan peserta calon mitra; 
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g. pelaksanaan tender; dan 

h . pengusulan calon mitra. 

Pasal 22 

( 1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender melalui 

surat kabar harian nasional dan/atau website pemerintah daerah. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e . 

nama dan alamat Pengelola Barang/ Pengguna Barang; 

identitas barang milik daerahobjek pemanfaatan; 

bentuk pemanfaatan; 

peruntukan objek pemanfaatan; dan 

jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan. 

Bagian Ketiga 

Pengambilan Dokumen Pemilihan 

Pasal 23 

( 1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara 

langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website 

sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan 

pengambilan dokumen pemilihan. 

Bagian Keempat 

Pemasukan Dokumen Penawaran 

Pasal 24 

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara 

langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website 

sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan 

pengambilan dokumen pemilihan. 
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Bagian Kelima 

Pembukaan Daku.men Penawaran 

Pasal 25 

(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan 

peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam 

dokumen pemilihan. 

(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari 

peserta calon mitra yang hadir. 

Bagian Keenam 

Penelitian Kualifikasi 

Pasal 26 

( 1) Panitia pemilihan melaksanakan ·penelitian kualifikasi terhadap peserta 

calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, 

benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi 

kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan. 

(2) Hasil penelitian kualifikasi d.ituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh panitia pemilihan. 

Bagian Ketujuh 

Pemanggilan Peserta Calon Mitra 

Pasal 27 

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang 

dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui 

surat tertulis dan/atau surat elektronik (e-mail). 

Bagian Kedelapan 

Pelaksanaan Tender 

Pasal 28 

( 1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik 

daerah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh 

Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari 
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peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27. 

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang 

terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan 

penawaran. 

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh 

panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender. 

(1) 

Bagian Kesembilan 

Pengusulan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan 

Pasal 29 

Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan 

disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara basil tender. 

(2) U sulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melampirkan dokumen 

pemilihan. 

Pasal 30 

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai 

mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan keputusan. 

Bagian Kesepuluh 

Tender Gagal 

Pasal 31 

( 1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila: 

a . tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualiftkasi; 

b . ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; 

c . dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan W alikota ini; 

atau 

d. calon mitra mengundurkan diri. 

(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon 

mitra. 
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Bagian Kesebelas 

Tender Ulang 

Pasal 32 

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila: 

a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (1); atau 

b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender k.urang dari 3 (tiga) 

peserta. 

(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender 

ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media 

massa nasional dan/ atau website pemerintah daerah. 

0 (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat 

paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan 

dengan mekanisme tender. 

Bagian Kedua Belas 

Seleksi Langsung 

Pasal 33 

( 1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti 

tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan 

,r'\ menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi 

langsung. 

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti 

tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas: 

a. pembukaan dokumen penawaran; 

b. negosiasi; dan 

c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna 

Barang. 

( 4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses 

tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

( 5) Dikecualikan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Sewa, 

tahapan proses seleksi langsung dapat dilakukan tanpa melalui tahapan 
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tender sebagaimana dimaksud Pasal 28, apabila obyek sewa digunakan 

untuk kegiatan yang bersifat insidentil yang : 

a. Jangka waktu sewanya kurang dari atau sampai dengan 3 (tiga) 

bulan dengan periode sewa bulanan/harian/perjam; dan 

b. Calon mitra minimal berjumlah 2 (dua) peserta. 

Pasal 34 

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan 

konsep materi perjanjian. 

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan 

BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah 

daerah dari objek BGS /BSG yang dilakukan pemanfaatan. 

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk 

perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi 

tahunan untuk pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan. 

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil 

negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani 

oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra. 

Pasal 35 

( 1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi 

melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta 

r-----. calon mitra. 

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan 

hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang 

untuk dapat ditetapkan sebagai mitra. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar 

pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan. 

Bagian Ketiga Belas 

Penunjukkan Langsung 

Pasal 36 

· ( 1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan 

penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan 
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menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan 

langsung. 

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang 

mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan 

langsung. 

(4) Dikecualikan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Sewa, 

tahapan proses penunjukan langsung dapat dilakukan tanpa melalui 

tahapan tender sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan seleksi langsung 

sebagaimana dimaksud Pasal 3~ apabila : 

a. Obyek sewa digunakan untuk Badan Usaha Milik Daerah; 

b. Obyek sewa digunakan untuk kegiatan yang bersifat insidentil 

yang: 

1) Jangka waktu sewanya kurang dari atau sampai dengan 3 

(tiga) bulan dengan periode sewa bulanan/harian/perjam; 

2) Jumlah calon mitra 1 (satu) peserta. 

Pasal 37 

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan 

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), berlaku 

mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas barang 

milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

,~ ayat (2). 

BABIV 

SEWA 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 38 

( 1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan: 

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang 

belum/ tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
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b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang 

tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/ atau 

c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara 

tidak sah. 

(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang memberikan 

manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

(3) Penyewaan barang milik daerah dilalrukan sepanjang tidak merugikan 

pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pasal 39 

( 1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: 

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 

Barang kepada Walikota atau Pengelola Barang; 

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 

Pengguna Bararig; dan/ atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

{2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf a 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Walikota. 

(3) Sewa barang mi1ik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, 

dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujuan dari Pengelola Barang. 

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa; 

b. Swasta; 

c. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; 

dan 

d. Badan hukum lainnya. 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain: 

a. perorangan; 

b. persekutuan perdata; 

c. persekutuan firma; 

d. persekutuan kornanditer; 

e. perseroan terbatas; 

f. lembaga/ organisasi internasional/ asing; 

g. yayasan;atau 


